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l. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah
bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki
peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara
menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut
dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat
manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti
dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi
Anak.

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua
yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan
perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan
melanggar hukum vyang dilakukan oleh Anak, antara lain,
disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang
berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta
pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif semakin meningkat.
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Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai
dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the
Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik
Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi
tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang
berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa
depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada
Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk
menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna
bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan
perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum
cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam
masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan
pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.
Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam
penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain
didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan
lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan
pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian
terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang
dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang
benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap
Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan
Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 vyang menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini
merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini,
antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses
peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini
adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan
Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan
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Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi
terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan
Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh
karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam
rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada
terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi
korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu
semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu
bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu
kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik
dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari
solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati
yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam
status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau
Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus
mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan
umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12
(dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak
yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18
(delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi
pelindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan
hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada
di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak
sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan
oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun,
sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga,
dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar
jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan
Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini
mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak
yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”pelindungan” meliputi kegiatan yang
bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang
membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap
penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa
keadilan bagi Anak.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan ”“nondiskriminasi” adalah tidak
adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta
kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak”
adalah segala pengambilan keputusan harus selalu
mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”“penghargaan terhadap pendapat
Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam
pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang
memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi
Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pembinaan” adalah kegiatan untuk
meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan
keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan
rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan
pidana.

Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian
tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani
dan rohani klien pemasyarakatan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala

perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas
keperluan, umur, dan kondisi Anak.
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Huruf i

Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan
merupakan upaya terakhir’ adalah pada dasarnya Anak
tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa
guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah
prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses
peradilan pidana.

Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya”
meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga
dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan
jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat
pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat
bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti
siaran media massa.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan
latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak
harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan
harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan
martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan
lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol,
Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan
disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.
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Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati
kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan
membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti
mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA,
Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal,
pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Huruf a

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”
mengacu pada hukum pidana.

Huruf b

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini
merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak,
baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis,
termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui
Diversi.

Pasal 8

Ayat (1)
Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi
dalam hal korban adalah anak.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh
agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin
rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap
pelaku tindak pidana yang  serius, misalnya
pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan
terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Huruf b

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk
menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin
muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban”
dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh
para pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
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Yang dimaksud “atasan langsung” antara lain kepala
kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”situasi darurat” antara lain situasi
pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik
bersenjata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak
nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan
tekanan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang
sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah
sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas)
tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai
orang dewasa.
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Pasal 21
Ayat (1)

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat
diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan
sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum
mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap
Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana,
melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan
oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja
Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing
Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan
yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional
mengambil keputusan.

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan dalam  ketentuan ini  termasuk
rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap
dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun
swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan,
dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan,
dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau
lembaga pendidikan, dan LPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
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Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-
Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam
arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan
perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara
Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian,

dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah

memahami:

1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga,
pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta
melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan
simpatik;

2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan

3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang
memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat
dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum
ada penunjukan Penyidik.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
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Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap
selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab
gagalnya Diversi.

Pasal 30
Ayat (1)

Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan
oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar
kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan
materiil.

Pasal 32
Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan
pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula
memperhatikan  kepentingan Anak yang menyangkut
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pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental,
maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah
lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang
kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan
panti rehabilitasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual
Anak.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang
Bantuan Hukum.

Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum
dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang
tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan
secara lisan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Penuntut umum yang
memahami masalah Anak.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Hakim yang ditunjuk
masalah Anak.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

ditunjuk

sekurang-kurangnya

sekurang-kurangnya memahami
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Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di
ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal
tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan
pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa
mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena
sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu
sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara
pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara,
misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Pasal 55

Ayat (1)

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan
tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini
terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan
dengan kehadiran orang tua/Wali.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan “tanpa kehadiran Anak® dimaksudkan untuk
menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban
dan/atau Anak Saksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.
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Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa
dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
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Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda
atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma
adat setempat yang tetap menghormati harkat dan
martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan
fisik dan mental Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa

percobaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.
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Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat pembina” adalah
petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang
dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen
Pembimbing Kemasyarakatan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah

kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau
lembaga kesejahteraan sosial.

Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia,
orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu
administrasi ringan di kantor kelurahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana
yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang
dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak

dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian
bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan
pelatinan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga
pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh
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kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara
bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana
penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau
undang-undang lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan ”"penyerahan kepada seseorang”
adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai
cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh
Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Huruf ¢

Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu
melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau
penyakit jiwa.

Huruf d
Cukup jelas.
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Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan

pidana”

"perbaikan akibat tindak

misalnya memperbaiki kerusakan

disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan
keadaan sesuai

pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)

dengan sebelum terjadinya tindak

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak
dapat ditempatkan
penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Lembaga Pemasyarakatan

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di
diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang
Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu
diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara
lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik
fisik, mental, maupun sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan
dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan
umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-
undangan” antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan
Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara
lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memerlukan tindakan pertolongan
segera” adalah kondisi anak yang mengalami penderitaan,
baik fisik maupun psikis, sehingga harus segera diatasi.
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses
kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan
kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses
kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental
maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak
Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam
kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses
penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk
dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.
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Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menyiapkan” adalah memberikan
dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian
yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

*pelum dalam bentuk lembaran lepas
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